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GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG/JASA UNTUK PELAKSANAAN
KEPERLUAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa untuk terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 perlu dilakukan inventarisasi harga
barang/jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan
Pemerintah Provinsi Bali;

bahwa untuk memenuhi pelaksanaan kebutuhan
barang/jasa pada Tahun 2012 perlu diatur standarisasi
harga barang/jasa;

bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2010
tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa  untuk
Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat
ini sehingga perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga
Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah
Provinsi Bali;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 7);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA
BARANG/JASA UNTUK PELAKSANAAN KEPERLUAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI.

Pasal 1

(1) Menetapkan Standarisasi Harga Barang/Jasa untuk
Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali.

(2) Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012.

Pasal 3

Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) sudah termasuk pajak-pajak dan pengenaan
pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan hasil survey terhadap
harga yang berlaku dipasaran.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang/jasa
berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat
pekerjaan/pengadaan dilaksanakan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga
Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi
Bali tetap berlaku sepanjang untuk pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.



Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 45



